
2. Peraturan Pcmcrintah Nomor 19 Tahun 2005 temang Stauclar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republ:i.lc. 
Indonesia l'fomor 4496) seoaganna oa telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah J\lomor 13 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor l9 Tahun 
2005 tentang Standar Nasional Penclidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Noruur 45, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Sfi70); 

: l. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara k'.epubllk Indoneeia 
Tahnn ?.003 Nomor 78, Tambahari 'Lembaran Negara Rcpublik 
lndonesia Nomor 4301); 

Mengingat 

d. babwa berdasarkan pertimba.ngan sebagaimana dimaksud 
dalam. buru:f a huruf b dan huruf c. pcrlu menetapkan 
Keputusan Kepala Kantor Wilavah Kementerian Agama Provinsi 
Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Ope:-a,sional 
RAUDHATUL ATHFAL HIDAYATUL ANAM KABUPATl!:N 
PAMEKASAN Provinsl Jo.wn Timur. 

c. bahwa Raudhatul J\thfal seuagaunana tercantum dalam 
Lampiran Keputusan .ini telah memermhi persyaratan 
perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul AthfaJ 
berdasarkan l:<ekomendasi dari Kepala Kantor Kemcntcrian 
Agama KABUPATEN PAMEKASAN Nomor 
Kd.15.22/2/PP.00.6/772 /201n'l'R.nggaJ 05 Februari 2016; 

b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian Raudhatul 
Athfal sebagaimans tercantum dalam Lampirari Keputusan ini 
telah ha bis; 

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINS! JAWA TIMUR, 

: a. bahwa dalam rangka meningkat:kan akses pendidikan 
Raudhatul. Athfal yang bermutu, perlu memberikan 
kesempatan masyarakat melalui organisasi berbacian hukum 
untuk mcnyclcnggarakan Raudhatul AtbfaJ sesuai dengau 
standar nasional pendidikan; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TORAN YANG lllAllA EBA 

KEPUTOSAN KEPALA KANTOR WILAYAB KEMENTERIAN AGAMA 
PROVINS! JAWA TIMUR 

NOHOR 7061 TAHUN 2017 
TENT ANG 

PEIIIBERIAN lZIN PENDIRIAN I OP:&RASIONAL 
RAUDHATUL ATHFAL HIDAYATUL ANAM KABUPA.TEN PAMERASAN 

PROVINS! JAWA TIMUR 

. ' 



Q. Keputusan Direktur JenderaJ Perididikan Islam Nomor 5885 
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin 
Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti 
Izin. Pcndirian Madrasah Karena llilang, dan Pcncrbitan Surat 
Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian ~adrasab; 

8. Keputusan Direktur J'enderal Pendidikan Islam Nomor 1385 
Tahuo 2014 tentang Petuniuk Teknis Pendirian Madrasab Yang 
Diselenggarakan oleh Masyaral<at; 

7. Peraluran Menteri Agama Nomor 90 Tahun 20l3 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah 
cliubab dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahua 
201(> teutang Per ubalian Ked ua Atas Peraturan Mentcrt.Agama 
Nomor 90 Tahun 2013 tP.nti:mg Penyelenggaraan Pendidikan 
Madrasah; 

6. Peraturan Mente.Ji Pend.icL!kan Nasional Nomor 15 Ta.bun 2010 
tentang Standar Pelayanar. Minimal Pendidikan di 
Kabupaten/Kota. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 
tcntang Perubahan Atas Peraturan Meuted Penclidikau 
Nasional Nomor 15 Tahun 20 LO tentang Standar Pelayanan 
MinimalPenclidik:an di Kabupaten/Kota; 

5. Peraturan Menteri Penclidikan Nasional Nomor 24 Tahrm 2007 
tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah 
Dasar/Madrasah lbtidaiyah, Sekolah Mcnengah 
Pertama/Mndrnsah Tsanawiyah, clan Sckolah Mcnengah 
Atas/Madrasah Aliyah; 

4. Peraturan Pemermtah Nomor 17 Tnhun 2010 tentnng 
Pengelolaan clan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Ta.bun 2010 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Rq1u1Jlik luuonesia Numur 5150) 
sebagai.mana telab diubah dengan Peraruran Pemerinrah 
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerlntah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Penclidikan (Lembaron Negara Republik 
lndonesia Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lernbaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5157); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahuu 2008 tentang 
Pcridanaan Penclidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4864); 

•• 



Ditetapkan di S:icloarjo 
pada t.angga.J 27 Scptcm bcr 2017 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

: Pemberian izin operasional scbagaimana d.imaksud dalam Diktum 
KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang 
bersangkutan melakukan pelangge.ran ;"CSUai dcngan kctcntuan 
peraturan perundaug-undangan: 

: Meroberikan perpanjangan .izin pendiriao/operasional Raudhatul 
Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam 
Lamplran yang merupakan bagian tidak terprsankan dart 
Keputusa.n ini. 

l\,lEMUTIJSKAN : 

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAY!\.H KEMENTERIAN AGAMA 
TENTANG PEMBERL\N IZIN PB:NDIRJAN / OPERASIONAL 
IMUDHATUL ATHFAL HIDAYATUL ANAM. KABUPATEN 
PAMEKASAN PROVJNSI JAW,\ TJMUR 

. ' 

KETIG!\ 

KEDUA 

KESATU 

Menetapkan 



l Nama Raudharul Athfal Ji!DAYATULANAM 

2 Nomor Statistik Madrasa.h 101235280242 

3 Alarnat, Raudhatul Atb.fal DOSUN AE.NG RASA LAOK 

JJESA PALESANGGAR 

K2CAMATANPEGANTENAN 
KABUPATEN PAMEKASAN 

PROVINSI JAWA TIMUR ~ 

4 Nama Organisasi Penyelenggara YAVASAlll Al~HIDAYAH PALESANGGA.~ 

5 Akre Notaris organisast NU. 701, CHURIAH LAYL1A, SH., M.KN 
Penyejenggara 

6 Pengesahari Aktc Notarls Orgauisasi AHU-0030019.1\H.01.04. TAI·IUN 2016 / 
Penyejenggara 28 JULI 2016 

IDRN'T'l'rAS RAl.rnHATUL ATHFAL YANG DIBERJKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN 

l.AM:l"IRAN 
KEPUTUSANKEPA1A KMTOR 
WlLAYAH KEMENTERIAN AG.'\MA 
PROVINSJ JAWA TlMVR 
NOMOR 7061 TAHUN 2017 
TENTANG 
PEMBERIAN IZIN PENDIRfAN/OPERAS:ONAL 
RAUDHATUL ATHFAL H.IDAYATI."L ANAM 
KABUPATEN PAMEKASAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

. ~ 
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